'DENGAN RAHMAT TUHAN
BUPATI PULAU MOROTAI # e
_ bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan

yang aman, nyaman dan terjangkau serta membantu :

ekonomi masyarakat desa, maka perlu mengatur tarif
tetap memperhatikan

angkutan penumpang umum dengan
kemampuan  masyarakat dan  disesuaikan  secarda

proporsional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau

Morotai tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten
Pulau Morotai.

Undang-Undang Nomo
Negara (Lembaran Negara
Nomor 47, Tambahan Lem

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan  Negara

Tahun 2004 Nomor

(Lembaran Negara Republik Indonesia
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

(Lembaran Negara
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz

r 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2003

Mengingat @ 1.
baran Negara Republik Indonesia
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13.

srintahan Dae:
Tahun 2014 Nomor
Republik Indonesia Nomor 5587), sebage
beberapa kali terakhir dengan Undang- U g B
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem intal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 :
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679 );
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 fentang
Peyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tingkat I dan Daerah
Tingkat Il (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3410):
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia !
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6061);

_Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

olaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambal
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>eraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daecrah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012

Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Nomor 18);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten
Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);

. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 53 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Pulau Morotai;
Peratur Bupati Kabupaten Pulau M i Nomor 4 Tahun -
Rﬁformam Birokrasi '_“ ‘WAKIL UPATL )/
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@n untuk dipergunakan oleh umum dengan d

6. Tarif Angkutan Umum adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada
penumpang kendaraan umum dan atay kendaraan alternatif.
7. Tarif Angkutan Pelajar adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada

penumpang pelajar yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan
alternatif.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum pelayanan jasa angkutan umum
yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,

lintasan tetap dan jadwal
tetap maupun tidak terjadwal.

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan

untuk angkutan orang dan /atau barang dengan dipungut bayaran;
10. Mobil penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang

memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang,

Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram;

termasuk untuk

BAB II ik
MAKSUD DAN TUJUAN
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TARIF TAMBAHAN DAN PUNGUTAN LAIN

Pasal 4

(1) Tidak dibenarkan para pengusaha atau pelaku jasa pengangkutan umum
menentukan tarif tambahan dan atau pungutan lain secara sepihak tanpa
sepengetahuan pemerintah Daerah atau Dinas Perhubungan. '

(2) Tarif Tambahan dan atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila kondisi sarana/prasarana jalan yang kurang memadai yang dapat
menyebabkan resiko biaya tinggi dan atau adanya tambahan muatan barang
yang berkelebihan.

BAB V
SANKSI
Pasal 5

Bagi pengusaha atau pelaku jasa pengangkutan umum di wilayah Kabupaten

Pulau Morotai yang terbukti menggunakan tarif tidak sesuai Peraturan Bupati

ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa -

pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek atau izin operasi dari Bupati. . -

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
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BAB VIII
PENUTUP

‘ Pasal 8
' Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ,?
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau é;‘?fj
Morotai.

[ ee— T ——

NO.] PEJABAT : PARAF Ditetapkan di Morotai Selatan
e T

3 | ASSISTEN | x , BUPATJ BULAU MOROTAI,

4 | ASSISTEN 11 AN

5 | ASSISTEN Il oA

6 [ KABAG HUKUM

7 % n BE LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,
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